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A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan industri yang semakinrgsdgnenimbulkan
implikasi yang juga semakin kompleks bagi pertunavutbisnis asuransi di
Indonesid. Pertumbuhan bisnis asuransi tentunya tidak teslegiari peranan
asuransi yang turut mendukung perkembangan damnpeuhan perekonomian
masyarakat.

Asuransi atau pertanggungan selaku gejala hukumddnesia, baik dalam
pengertian maupun dalam bentuknya yang terlihaa paaktu sekarang ini, berasal
dari negeri barat. Belandalah yang mengimpor asurs@bagai bentuk hukum
(rechtsfiguur) di Indonesia dengan cara mengundangkan Kitab Uptardang
Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPdt).

Perasuransian adalah istilah hukum yang dipakaandaperundang-
undangan. Istilah perasuransian berasal dari katsuransi’ yang berarti
pertanggungan atau perlindungan atas suatu obyekadeaman bahaya yang
menimbulkan kerugiah.Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjiarsidu
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagés®ajanjutnya disebut
dengan KUHD) sebagai perjanjian, maka ketentuarrasgyarat sah suatu
perjanjian dalam KUHPdt berlaku. Berdasarkan Kegm Pasal 257 ayat (1)

KUHD perjanjian asuransi terjadi seketika setelattdpai kesepakatan antara

! Chairul Huda dan Lukman HakinTindak Pidana Dalam Bisnis Asuransiet. 1,
(Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesié),2@én. 1.

2 Djoko PrakosoHukum Asuransi Indonesiaet. 5, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004),
him. 22.

% Abdulkadir MuhammadHukum Asuransi Indonesiaget. 3, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2002), him. 5.
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tertanggung dan penanggung sehingga hak dan kewvadjinbal balik timbul sejak

saat itu juga, bahkan sebelum polis ditandatandrasal 255 KUHD menyatakan
bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis datartuk akta yang disebut polis
dimana menurut Pasal 258 ayat (1) KUHD polis mekapasatu-satunya alat bukti
tertulis untuk mebuktikan bahwa asuransi telatatéf;

Secara garis besar substansi dari polis asurangiritdari uraian mengenai
obyek yang dijamin, nama dan alamat penanggundettanggung, jangka waktu
berlakunya polis, risiko atau bahaya yang dijaman dikecualikan, syarat-syarat
atau ketentuan umum dan yang terakhir adalah camgepesaian sengketa atau
perselisihan apabila terjadi klaim yang biasanyselit klausula arbitrase atau
penyelesaian sengketa.

Klausula arbitrase dalam polis asuransi memuatnkea® apabila terjadi
sengketa antara penanggung dan tertanggung maka piak sepakat untuk
mengupayakan penyelesaian secara musyaw@alcable setllement)namun
apabila penyelesaian secara musyawarah tidak teroagka para pihak sepakat
untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitPase.

Arbitrase adalah perjanjian perdata dimana parakpibepakat untuk
menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara meakg mungkin akan timbul di
kemudian hari untuk diputus oleh seorang ketiga @enyelesaian sengketa oleh
seseorang atau beberapa orang wasit (arbitratog) lyarsama-sama ditunjuk oleh
pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikaalmedengadilan tetapi secara
musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga, hal manamgkan dalam salah satu
bagian dari kontrak.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, lemisaganai dibawa ke

Indonesia pada zaman penjajahan Belanda sehingiggppbts asuransi yang

4 Ibid., him. 57.

® Kornelius Simanjuntak, “Mengapa Klausula Arbitraéerapkali Tidak Menjadi Acuan
Dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Kontrak Asurdinkidonesia.’<http://www.legalitas.or g>,
diakses 08 Februari 2010.

% Ibid.

" Joni EmirzonAlternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengad{egosiasi, Mediasi,
Konsiliasi & Arbitrase), cet. 1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 280t) 98.
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sampai saat ini diterbitkan oleh perusahaan-peaasalasuransi di Indonesia
berasal dari Belanda, Inggris atau Amerika Serikaskipun sekarang ini sudah
ada beberapa polis asuransi yang dibuat oleh AsoSsransi Umum Indonesia
(selanjutnya disebut dengan AAUI) atau oleh peraaahasuransi Indonesia, akan
tetapi struktur dan pokok-pokok isi polis asuratessebut mengandung banyak
persamaan dengan polis asuransi yang ada di neggeaa yang disebutkan t&di.

Semua polis asuransi yang dikeluarkan oleh AAUI mm@m klausula
penyelesaian sengketa melalui arbitrase, karergaiam penulisan ini akan dikayji
lebih lanjut perihal pencantuman Kklausula arbitrasdéam polis asuransi dan
kaitannya dengan proses penyelesaian sengketensisyaag ditempuh oleh para
pihak.

Penulisan ini akan membahas dua polis asuransi ysamga-sama
mencantumkan klausula arbitrase dan proses peayatesengketa yang ditempuh
oleh penanggung dan tertanggung serta mengkaitkadeygan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransiambam@n Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaraganfsde Republik
Indonesia Nomor 3467 (selanjutnya disebut deng&h Rérasuransiah)dan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Repubkésth Tahun 1999 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesrmdN@872 (selanjutnya
disebut dengan UU Arbitras#).

Polis asuransi yang dibahas dalam penelitian ialaddpolis asuransi yang
diterbitkan oleh PT Asuransi Jaya Proteksi danspaBuransi yang diterbitkan
secara ko-asuransi oleh PT Asuransi Hanjin Koriddn PT Asuransi Samsung
Tugu, vyakni Polis Business Interuption Insurancemidr 24.01.E.00007 yang
diterbitkan oleh PT Asuransi Jaya Proteksi untutateygung PT Sabut Mas Abadi

8 Simanjuntakpp. cit, him. 3.

? IndonesiaUndang-Undang Tentang Usaha Perasuransidh) No. 2 Tahun 1999, LN
No. 13 Tahun 1999, TLN No. 3467.

1% |ndonesia,uUndang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Reagaian Sengketa
UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN R872.
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(selanjutnya disebut dengan Polis Bl Jaya Protedai) Polis Property All Risks

Nomor 210B2000000004 yang diterbitkan secara koaasii oleh PT Asuransi

Hanjin Korindo dan PT Asuransi Samsung Tugu untekahggung Sufandi

Tjuanta qq PT Inti Celluloseutama (selanjutnya loliselengan Polis PAR Hanjin).
Bahwa kedua polis ini sama-sama mencantumkan Kkuatbitrase sebagai
penyelesaian sengketa, akan tetapi dalam praktipgmerapan penyelesaian
sengketa polis-polis ini berbeda.

Bahwa terkait Polis Bl Jaya Proteksi, tertangguatpm polis yakni PT
Sabut Mas Abadi merasa keberatan atas ditolakray klang mereka ajukan dan
karena tidak tercapainya kesepakatan atas peniglddaim maka PT Sabut Mas
Abadi mengajukan gugatan perdata terhadap PT Asurdaya Proteksi di
Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahwa Pengaditge Jakarta Utara dalam
memutus perkara yang ada menolak gugatan PT SaastAWadi dikarenakan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenangikumbengadili sengketa
dikarenakan terdapatnya klausula arbitrase daldm Bb

Bahwa terkait Polis PAR Hanjin, yang juga didalammgrcantum klausula
arbitrase, tertanggung dalam polis yakni Sufandiaiffa merasa keberatan atas
ditolaknya klaim yang mereka ajukan dan karenaktiggicapainya kesepakatan
atas penyelesaian klaim maka Sufandi Tjuanta mekgaj gugatan perdata
terhadap PT Asuransi Hanjin Korindo di Pengadilaagé&i Jakarta Selatan.
Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam nosmpgrkara yang ada
menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Sédatarenang untuk mengadili
perkara antara Sufandi Tjuanta melawan PT Asurblagijin Korindo dan PT
Asuransi Samsung Tugu.

Bahwa perbedaan penerapan klausula arbitrase datases penyelesaian
sengketa tersebut menjadi latar belakang penuliskuneneliti lebih lanjut perihal
kompetensi mengadili dari pengadilan dalam peng&essengketa klaim asuransi
dalam polis asuransi yang mencantumkan klausuli&asb dan mengkaitkannya
dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya ésdsWPansian dan UU

Arbitrase serta bagaimana penerapannya di pengadila
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Per masalahan

Berdasarkan uraian terdahulu maka penulis mepkanasalahan sebagai

berikut:

1.

Apakah pengadilan mempunyai kompetensi untuk mehgsengketa
klaim asuransi atas polis asuransi yang didalamigydapat klausula
arbitrase?

Bagaimana proses penyelesaian sengketa pada pslisanai yang
mencantumkan klausula arbitrase, khususnya pads gmiransProperty
All Risks yang diterbitkan oleh PT Asuransi Hanjin Korindandpolis
asuransiBusiness Interruptioryang diterbitkan oleh PT Asuransi Jaya
Proteksi?

Hal apa yang menyebabkan perbedaan penerapan lelarbiirase dalam
proses penyelesaian sengketa polis asur®neperty All Risksyang
diterbitkan oleh PT Asuransi Hanjin Korindo danipasuransBusiness
Interruptionyang diterbitkan oleh PT Asuransi Jaya Protekseteut?

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

Untuk mengkaji dan meneliti apakah pengadilan memaukompetensi

untuk mengadili sengketa klaim asuransi atas palssiransi yang

didalamnya terdapat klausula arbitrase.

Untuk mengkaji dan meneliti proses penyelesaiamglssa pada polis

asuransi yang mencantumkan klausula arbitrase,ukhya pada polis

asuransiProperty All Risksyang diterbitkan oleh PT Asuransi Hanjin
Korindo dan polis asuran8iusiness Interruptiolyang diterbitkan oleh PT
Asuransi Jaya Proteksi.

Untuk mengkaji dan meneliti hal-hal apa yang meap#lan perbedaan
penerapan klausula arbitrase dalam proses penimiesangketa polis

asuransiProperty All Risksyang diterbitkan oleh PT Asuransi Hanjin
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Korindo dan polis asuran8usiness Interruptiolyang diterbitkan oleh PT

Asuransi Jaya Proteksi tersebut.

Kegunaan Penulisan

Penulisan yang dilakukan ini diharapkan dapat meikdoe sumbangan

sebagai berikut:

1.

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapajle bagi pengembangan
ilmu hukum bisnis pada umumnya dan ilmu hukum dabp perasuransian

pada khususnya.

. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapatumardpagi:

a. Masyarakat, dalam hal ini yang menjadi tertangguasgiransi
supaya lebih mengetahui proses penyelesaian sengéet dapat
ditempuh dalam hal terjadi sengketa asuransi.

b. Perusahaan Perasurandfanpada umumnya dan Perusahaan
Asuransi Kerugian pada khususnya agar dapat lel@mahami
keterkaitan antara kondisi polis asuransi dan prgemyelesaian
sengketa yang seharusnya ditempuh dan bagaimargadikm
mempertimbangkan hal tersebut.

C. Penegak hukum pada umumnya dan para hakim di pésggada
khususnya agar dapat secara cermat memutus petkdnaang
perasuransian dengan melihat seluruh aspek hukurg terkait
yakni undang-undang dan juga polis asuransi sebalgaar
perjanjian antara penanggung dan tertanggung.

" Indonesiandang-Undang Tentang Usaha Persauransi@n.Cit.,Pasal 1 Angka (4).
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E. M etode Penulisan

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitigigig normatif, yaitu
penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kegaidah-kaidah atau norma-
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundagangart? Soetandyo
Wignyosoebroto menyebut istilah dimaksud sebagaieltean doktrinal (study

about the normsyang cenderung bersifat kualitalif

Pada umumnya, penelitian yuridis normatif merupagiaudi dokumentasi
melalui penggunaan sumber-sumber data sekundesttisppraturan perundang-
undangan, putusan-putusan pengadilan, teori-teokurh, dan pendapat para
sarjana hukum terkemuR&.Oleh karena itu, analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis normatif kualitatthrena semua data bersifat
kualitatif.'®

25udikno Mertokusumo,Penemuan Hukum Suatu Pengantaet. 2, (Yogyakarta:
Liberty, 2001), him. 29.

Di samping penelitian doktrinal, Soetandyo juga gieregorikan penelitian hukum
empirik (socio-legal research)atau penelitian terhadap efektivitas hukum menw@aoerjono
Soekanto sebagai penelitian non-doktrinal (pemelitatas bekerjanya norma tersebut dalam
masyarakafstudy of the norms)jang cenderung bersifat kuantitatif, dalam Yusubfi&h Pelaku
Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporast. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), him.
100.

“Bandingkan dengan pendapat yang mengatakan bameditiges hukum normatif untuk
lengkapnya terkadang perlu didukung dengan peaeliipangan. Dalam hal ini, yang merupakan
sasaran penelitian bukanlah norma atau kaidah mkelaiperilaku. Data primer yang dicari adalah
data-data yang diperoleh langsung di lapangan bekgbiasaanlaw enforcementkesadaran
hukum, dan lain-lain, dalam Mertokusun@.Cit.,him. 30.

Lihat juga pendapat Soetandyo yang mengatakan batemelitian hukum doktrinal
menekankan pada langkah-langkah spekulatif-kontatmolan analisis normatif-kualitatifbid.
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Penelitian hukum normatif dapat berupa inventarisakum positif, usaha-
usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah &tan dokum positif, dan
usaha-usaha penemuan hukum concreto yang sesuai untuk penerapan
penyelesaian suatu perkara tertefitutMetode pendekatan yang digunakan dalam
penulisan tesis ini adalah pendekatan perundangngach (statute approach)
pendekatan konsepgconceptual approach),pendekatan analisiganalytical
approach),dan pendekatan perbandindaomparative approach).

Penggunaan pendekatan perundang-undangan terkagardeperaturan
hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengkatansi khususnya pada
polis asuransi yang mencantumkan klausula arbjtrasbagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaarekagad konsep terkait
dengan konsep-konsep yuridis yang mengatur mengamaketa asuransi dan
proses penyelesaiannya.

Penggunaan pendekatan analisis merupakan cara metngietahui makna
yang terkandung dalam istilah-istilah yang digumadlalam peraturan perundang-
undangan secara konsepsional dan mengetahui panet@gebut dalam praktik
dan putusan-putusan hukum yang terkait dengan pemealitian.

Sedangkan pendekatan perbandingan merupakan salahcara yang
digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk randingkan putusan
hukum yang satu dengan putusan hukum yang lain.alMelperbandingan
dimaksud dapat ditemukan unsur-unsur persamaan peaipedaan penerapan
hukum dalam putusan tersebut.

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakaetode

wawancard dengan para pelaku usaha (informan), praktisi tiykpakar asuransi

®Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukumet. 1, (Jakarta: Granit, 2004),
him. 92. Bandingkan dengan pendapat yang mengathkéimva penelitian hukum normatif
merupakan penelitian yang dilakukan melalui peiaglibahan pustaka atau data sekunder belaka.
Hal tersebut mencakup penelitian terhadap asashasasn, sistematika hukum, taraf sinkronisasi
vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, daarah hukum, dalam Soerjono Soekanto dan
Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singlkagt. 2, (Jakarta: CV Rajawali,
1986), him. 15.

Berdasarkan sifat pertanyaannya, wawancara menggonaetode bebas terpimpin.
Dalam pelaksanaannya, pewawancara membawa pedoamn hanya merupakan garis besar
mengenai hal-hal yang akan ditanyakan, dalam Ridulatode & Teknik Menyusun Tesigt. 1,
(Bandung: Alfabeta, 2004), him. 102.
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sebagai data primer untuk mendukung data-data dekwatau penelitian literatur
(library research). Penggunaan bahan-bahan pustaka hukum tersebut
dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu:

1. Bahan hukum primer berupa bahan-bahan yang menkékuatan
mengikat, seperti norma dasar, peraturan perundadgngan,
khususnya UU Perasuransian dan UU Arbitrase begmtaturan
pelaksanaannya, putusan arbitrase ad hoc, putusagagilan, dan
beberapa peraturan perundang-undangan téfkait.

2. Bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukimerpdan
isinya tidak mengikat, seperti literatur bahan hukwesmi dari instansi
pemerintah, bahan hukum lain yang dipublikasi dald@®ntuk
pedoman, buku, jurnal, majalah, makalah, tesis, diaartasi’ yang
diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Uniteesdndonesia dan
Perpustakaan Nasional. Di samping itu, penulis malgula data-
data bahan penelitian melalui situs inteffet.

3. Bahan hukum tersier yang sifatnya melengkapi keolizan hukum
tersebut di atas, seperti kamus bahasa Indoneai@ash Inggris-
Indonesia, bahasa Belanda-Indonesia, kamus terogihalan aneka
istilah hukun*

Obyek penelitian yang penulis kemukakan adalah kstagatas polis
asuransi PT Asuransi Jaya Proteksi dan polis asut@i Asuransi Hanijin

Korindo. Sedangkan analisis data dilakukan denganggunakan metode

18 peneliti hukum normatif tidak boleh membatasi dajiya dalam satu UU saja. Peneliti
harus pula melihat keterkaitan UU tersebut dengaratpran perundang-undangan lain, dalam
Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmia#yrgumentasi Hukumcet. 2, (Yogyakarta: Gajah
Mada University Press, 2005), him. 2. Di sampingmpelajari peraturan perundang-undangan,
kita juga harus mengikuti perkembangdue living law in societysertares cottidianaeberupa
peristiwa yang terjadi sehari-hari dan perkembangaimsprudensi, dalam Mertokusumayp.cit.,
him. 27.

19 soekantoloc.cit., him. 12.

% Melihat dunia hukum melaluiveb siteinternet selain penting bagi penelitian hukum
juga memberi andil bagi ilmuwan hukum Indonesiaulimeningkatkan kemampuannya, sehingga
peneliti memiliki daya prediksi akurat dalam memakan hukum baru, dalam Ibrahir®p.Cit.,
him. 291.

2L Soekantopp.cit., him. 15.
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10

kualitatif berupa pengumpulan data-data yang adasdnjutnya dianalisis secara
kualitatif, yang berarti data-data tersebut diaislsecara mendalam, holistik, dan

komprehensif.

F. Kerangka Teori dan Konsepsional

Dalam suatu hubungan perjanjian, selalu ada kemmoagktimbulnya
sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalahgenai bagaimana cara
melaksanakan klausula-klausula perjanjian, apadganjian ataupun disebabkan
hal lainnya. Demikian pula halnya dengan praktildgdunia perasuransian, polis
asuransi yang merupakan perjanjian asuransi ap@ranggung dan tertanggung
pada umumnya mencantumkan klausula arbitrase dadédrterjadi sengketa atas
klaim asuransi.

Klausula arbitrase atau sengketa dalam kontrakaasumemuat ketentuan
apabila terjadi sengketa antara penanggung damggung mereka sepakat bahwa
sengketa tersebut akan diupayakan terlebih dahutmygbesaian secara
musyawarah atawamicable settlementAkan tetapi jika penyelesaian secara
musyawarah tidak dapat dicapai, maka para pihakkse¢pntuk menyelesaikan
sengketa melalui arbitrade.

Perjanjian arbitrase dalam asuransi adalah suatpl&atan tertulis berupa
klausula arbitrase yang telah dibuat dan dicantuntkedam kontrak asuransi pada
saat kontrak asuransi dibuat atau dengan perkéagrsebelum terjadi sengketa,
para pihak yaitu penanggung dan tertanggung suepakat bahwa jika terjadi
suatu sengketa dikemudian hari, maka sengketabtdragan diselesaikan melalui
arbitrase, apabila penyelesaian secara musyawdedhtércapai.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ada 2 (do@jam yaitu
penyelesaian sengketa melalui Arbitrasg Hoc dan Arbitrase Permanen yang
disebut juga Arbitrase Institusiorfdl.Karena itu adalah suatu hal yang sangat

penting dicantumkan secara jelas dalam setiap Wauarbitrase dalam suatu

2 Simanjuntak, p. cit, him. 3.

% Emirzon, @. cit, him.102.
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11

kontrak, arbitrase mana yang dimaksud atau dis¢éipakah Arbitrasé\d Hoc
atau Arbitrase Institusionaf.

Arbitrase Ad Hoc sifatnya adalah insidental atau tidak permanereria
Arbitrase Ad Hoc dibentuk hanya untuk menyelesaikan suatu sendketantu.
Apabila sengketa yang ditangani sudah selesai, madjalis arbitraseAd Hoc
akan bubar dengan sendiringa.

Dalam arbitraséAd Hog proses pemeriksaan arbitrase berlangsung tanpa
ada pengawasan atau peninjauan yang bersifat lengsdggaimana halnya dalam
arbitrase Permanen/ Institusional, karena itu pegkmtan dan penunjukkan arbiter
yang cakap, kompeten dan berpengalaman serta mgaippengetahuan teknis
yang baik dalam masalah yang dipersengketakan diesyatu hal yang sangat
penting.

Dalam praktiknya, tidak semua penyelesaian senggetia polis yang
mencantumkan klausula arbitrase diselesaikan nigdditrase, tidak jarang pihak
yang bersengketa memilih upaya hukum lain sepestaln pengadilan ataupun
kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, dalam pémelitni penulis mencoba
melakukan analisa penyelesaian sengketa asuraasi @alis asuransi yang
mencantumkan klausula arbitrase.

lImu ekonomi dan ilmu hukum memperlihatkan hubungaat karena
kedua ilmu tersebut mempelajari norma-norma dadakekaidah bagi eksistensi
dan kelangsungan hidup manusia. Melalui dasar-dassgbutsocial control and
social engineeringdapat diterapkan dalam pembentukan dan pemberlakua
hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound.

Hukum dalam pandangan Roscoe Pound berfungsi sebgaekayasa
sosial (tool of social control and a tool of social engemmg) yang harus
melindungi 3 kepentingan dasar, yaitu kepentinganr, sosial, dan perorangan.
Kepentingan dasar tersebut merupakan keinginan sreapubadi, hubungan antar
pribadi dan kelompok.

% yahya HarahapArbitrase cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 8.

% |bid.
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Pembentukan dan pemberlakuan hukum berdasarkantkegsen ekonomi
bertujuan untuk mencegah konflik-konflik sesama usén dalam menikmati
kebutuhan hidupnya, yang tidak boleh mengabaik@ehtngan masyarakat yang
lebih luas atau hanya melindungi kepentingan galangertentd® Melalui
penerapan teori dimaksud, UU Arbitrase berfungsagai alat kontrol sosial untuk
menjaga kepentingan umum. Sebagai alat rekayasal, smguan UU Arbitrase
adalah meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, aggkan iklim usaha yang
kondusif, dan menciptakan efektifitas dan efisietsdam kegiatan usaha.

Menurut sejarahnya di Indonesia, ketentuan hukumgyanengatur
mengenai arbitrase diatur dalam Pasal 615 - Regienent op de Burgelijke
Rechtsvordering — Staatsblads 1847 — 52 junctotsiaad 1849 — 63 (RV /
Reglemen Acara Perdata) yang pada prinsipnya haeyiaku bagi golongan
Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan goldrgaa.

Bagi bangsa Indonesia asli yang bermaksud untuk gajekan
penyelesaian sengketanya melalui arbitrase yangkibeadalah ketentuan Pasal
377 Het Herziene Inlandsch Reglement — Staatsil848 — 16 (HIR / Reglemen
Indonesia yang Diperbarui).Dengan berlakunya UUitkabe, maka Pasal 615 —
651 RV dan Pasal 377 HIR sudah tidak berlaku lagi.

Dalam kaitannya dengan praktik asuransi, kebanyapalis asuransi
memuat klausula arbitrase, diantaranya pilihan lkumenyelesaikan sengketa
melalui arbitraseTerkait dengan hal tersebut, penulis mencoba umeRkdalami
dan mengkaji lebih jauh bagaimanakah penyelesaagketa asuransi dilakukan
oleh para pihak yang bersengketa dalam hal dicdonya klausula arbitrase

dalam polis asuransi tersebut.

%Jimly Asshiddigie Beberapa Pendekatan Ekonomi dalam Hukeet. 1, (Jakarta: Pusat
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univerditdsnesia, 2003), him. 64-65.
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Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah dannigefistilah-istilah

sebagai berikut:

1.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketatp di luar peradilan
umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase gidmgt secara tertulis
oleh para pihak yang bersengkéta.

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan deklgusula arbitrase
yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis ydiguat para pihak
sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjiantrage tersendiri yang
dibuat para pihak setelah timbul sengkéta.

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleéwra pihak yang
bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan iNatgu oleh lembaga
arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sendieetentu yang
diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih olela ppihak yang
bersengketa untuk memberikan putusan mengenai senglertentu;
lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapay yaengikat
mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hhalmbegimbul
sengketa®®

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjianaadtax pihak atau lebih,
dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri leepadanggung,
dengan menerima premi asuransi, untuk memberikaggamtian kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kejatakeuntungan yang
diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pketiga yang

mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul daitu peristiwa yang

UU No.

" Indonesia, Undang-Undang Tentang Arbitrase daeraétif Penyelesaian Sengketa,
30 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN R872, ps. 1 angka 1.

% bid., ps. 1 angka 3.

#bid., ps. 1 angka 7.

% bid., ps. 1 angka 8.
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tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembaygaag didasarkan atas

meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertamggart”
H. Sistimatika L aporan Pendlitian

Penulis membagi penelitian dalam 5 bab dan masigjfg bab terdiri
atas beberapa sub-bab sesuai dengan pembahasaatéaryang diteliti.

Bab | sebagai pendahuluan memuat latar belakangusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitigarangka teori dan
konsepsional, definisi operasional, dan sistimabi&aulisan.

Bab Il menguraikan mengenai perjanjian asurangi dantuk-bentuk
penyelesaian sengketa dalam perjanjian asuransi

Bab 1l menguraikan mengenai kompetensi pengadidalam memutus
sengketa asuransi yang polisnya mencantumkan Kéaaguitrase.

Bab IV menguraikan dan menganalisis penyelesaiamgketa klaim
asuransi dalam polis asuransi yang mencantumkarside arbitrase (studi kasus
penyelesaian sengketa atas polis PT Asuransi Hatjinndo dan Polis PT
Asuransi Jaya Proteksi).

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpddansaran.

3! Indonesia, Undang-Undang Tentang Usaha Perasamaridl No. 2 tahun 1992, LN
No. 13 tahun 1992, TLN No. 3467, ps. 1 angka 1.
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